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WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 
PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DAN 

PEMANFAATAN AIR1 
Oleh : Ruida Bungsampuhi2 

 
ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana wewenang dan 
tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan pengaairan  dan bagaimana 
pengelolaan dan pemanfaatan pengairan 
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1974  tentang  Pengairan. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif disimpulkan: 1. Wewenang dan 
tanggung jawab Pemerintah dilaksanakan 
melalui pengelolaan serta pengembangan 
kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air 
dan menyusun mengesahkan, dan atau 
memberi izin berdasarkan perencanaan dan 
perencanaan teknis tata pengaturan air dan 
tata pengairan serta mengatur, mengesahkan 
dan atau memberi izin peruntukan, 
penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-
sumber air dan mengatur, mengesahkan dan 
atau memberi izin pengusahaan air, dan atau 
sumber-sumber air, termasuk menentukan dan 
mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan 
hubungan-hubungan  hukum antara orang dan 
atau badan hukum dalam persoalan air dan 
atau sumber-sumber air. 2. Pengelolaan dan 
pemanfaatan pengairan, sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
didasarkan pada perencanaan dan perencanaan 
teknis, pembinaan, pengusahaan, eksploitasi 
dan pemeliharaan serta perlindungan dan 
pembiayaan. 
Kata kunci: Wewenang, tanggung jawab, 
pemerintah, pengelolaan, pemanfaatan, air. 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Kepentingan nasional adalah suatu cita-cita, 
sasaran yang bersifat umum dan abadi yang 
digunakan sebagai landasan sebagai landasan 
suatu bangsa untuk bertindak. Dalam kaitan 
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dengan pengelolaan hukum lingkungan, maka 
kepentingan nasional tercantum dalam pasal 33 
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945, yakni: (2) Cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan menguasai hayat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi air 
dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.3 Untuk mencapai sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat dalam 
pengelolaan cabang-cabang produksi, bumi, air 
dan kekayaan alam oleh negara, maka 
diperlukan strategi pengelolaan lingkungan 
tersebut agar tidak memberikan dampak 
terjadinya kerusakan dan pencemaran 
lingkungan hidup tetap terjadi untuk 
kepentingan generasi saat ini dan masa depan.4  

Penegakan hukum adalah kewajiban dari 
seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman 
tentang hak dan kewajiban menjadi syarat 
mutlak. Masyarakat bukan penonton 
bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi 
masyarakat aktif berperan dalam penegakan 
hukum. Masyarakat yang tidak membuang 
sampah di sungai ikut menegakkan hukum, 
karena membuang sampah di sungai adalah 
pelanggaran.5 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. I. Umum, 
angka (1) menjelasakan: “Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik 
dan sehat merupakan hak asasi dan hak 
konstitusional bagi setiap warga negara 
Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, 
dan seluruh pemangku kepentingan 
berkewajiban untuk melakukan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar 
lingkungan hidup Indonesia dapat tetap 
menjadi sumber dan penunjang hidup bagi 
rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain”. 

Ketersediaan sumber daya alam secara 
kuantitas ataupun kualitas tidak merata, 
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sedangkan kegiatan pembangunan 
membutuhkan sumber daya alam yang semakin 
meningkat. Kegiatan pembangunan juga 
mengandung risiko terjadinya pencemaran dan 
kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat 
mengakibatkan daya dukung, daya tampung, 
dan produktivitas lingkungan hidup menurun 
yang pada akhirnya menjadi beban sosial.  

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia 
harus dilindungi dan dikelola dengan baik 
berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas 
keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, 
pengelolaan lingkungan hidup harus dapat 
memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan 
budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip 
kehati-hatian, demokrasi lingkungan, 
desentralisasi, serta pengakuan dan 
penghargaan terhadap kearifan lokal dan 
kearifan lingkungan.6  

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
RI, hari Rabu tanggal delapan belas bulan 
Februari, tahun dua ribu lima belas bahwa 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4377) bertentangan dengan Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat. Dengan tidak 
diberlakukannnya Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3046) berlaku kembali; 

Sesuai dengan urain tersebut, maka fokus 
pembahasan dalam penyusunan Skripsi ini 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1974  tentang  Pengairan berkaitan 
dengan pengelolaan dan pemanfaatan 
pengairan. 
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 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
I. Umum, angka 2. 

B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah wewenang dan tanggung 

jawab pemerintah dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan pengaairan  ? 

2. Bagaimanakah pengelolaan dan 
pemanfaatan pengairan menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974  
tentang  Pengairan ? 

 
C. METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum normatif digunakan untuk 
menyusun Skripsi ini dengan cara 
mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui 
studi kepustakan. Bahan-bahan tersebut terdiri 
dari: bahan hukum primer: peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan 
dengan wewenang dan tanggung jawab 
pemerintah dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan pengairan dan bahan hukum 
sekunder: literatur-literatur serta bahan hukum 
tersier: seperti kamus-kamus hukum. Bahan-
bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis 
secara kualitatif  normatif. 
 
PEMBAHASAN 
A.  Wewenang Dan Tanggung Jawab 

Pemerintah Dalam Pengelolaan Dan 
Pemanfaatan Pengairan   
Salah satu  prinsip  dalam negara  hukum 

adalah wetmatigheid van bestuur atau 
pemerintahan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap 
tindakan hukum pemerintah, baik dalam 
menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi 
pelayanan, harus didasarkan pada wewenang 
yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.7 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 1974 tentang Pengairan, mengatur 
mengenai Hak Penguasaan Dan Wewenang, 
sebagaimana dinyatakan pada beberapa pasal 
yang akan diuraikan:  

Pasal 3  
(1) Air beserta sumber-sumbernya, termasuk 

kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya  seperti dimaksud dalam Pasal 1 
angka 3,4 dan 5 Undang-undang ini 
dikuasai oleh Negara.  
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(2) Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam 
ayat  (1) pasal ini memberi wewenang 
kepada  Pemerintah untuk :  
a. Mengelola serta mengembangkan 

kemanfaatan air dan atau sumber-
sumber air.  

b. Menyusun mengesahkan, dan atau 
memberi izin berdasarkan perencanaan 
dan perencanaan teknis tata pengaturan 
air dan tata pengairan;  

c. Mengatur, mengesahkan dan atau 
memberi izin peruntukan, penggunaan, 
penyediaan  air, dan atau sumber-
sumber air.  

d. Mengatur, mengesahkan dan atau 
memberi izin pengusahaan air, dan atau 
sumber- sumber air.  

e. Menentukan dan mengatur perbuatan-
perbuatan hukum dan hubungan-
hubungan hukum antara orang dan atau 
badan hukum dalam persoalan air dan 
atau sumber-sumber air.  

(3) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal 
ini tetap menghormati hak yang dimiliki 
oleh  masyarakat adat setempat, sepanjang 
tidak bertentangan dengan kepentingan 
Nasional.  

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Adanya hak 
menguasai oleh Negara tersebut menimbulkan 
wewenang untuk melakukan kepentingan yang 
garis-garis besarnya seperti tercantum pada 
huruf a sampai dengan huruf e. Kegiatan-
kegiatan tersebut mencakup keharusan untuk 
melindungi serta mengamankan air dan atau 
sumber-sumber air untuk menjaga kelestarian 
fungsinya. Ayat (3) Yang dimaksud dengan 
masyarakat adat setempat adalah masyarakat 
yang tata kehidupannya berdasarkan atas 
kebiasaan dan keagamaan, termasuk juga 
lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat 
sosial religius.  

Pasal 4: Wewenang Permerintah 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 undang-
undang ini, dilimpahkan kepada instansi-
instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah 
dan atau badan-badan hukum tertentu yang 
syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  

Penjelasan Pasal 4 Pelimpahan pelaksanaan 
wewenang dari pada Negara kepada badan-
badan hukum tertentu seperti diatur di dalam 

pasal ini, dimaksudkan memberi kesempatan 
kepada masyarakat untuk ikut 
mengembangkan pemanfaatan serta 
pengusahaan air dan atau sumber-sumber air.  

Pasal 5 ayat: 
(1) Menteri yang diserahi tugas urusan 

pengairan, diberikan wewenang dan 
tanggungjawab  untuk mengkoordinasikan 
segala pengaturan usaha-usaha 
perencanaan, perencanaan teknis, 
pengawasan pengusahaan, pemeliharaan, 
sertaperlindungan dan penggunaan air 
dan atau sumber-sumber air dengan 
memperhatikan kepentingan Departemen 
dan atau Lembaga alin yang bersangkutan.  

(2) Pengurusan administrasi atas sumber air 
bawah tanah dan mata air panas sebagai 
sumber-sumber meneral dan tenaga 
adalah diluar wewenang dan 
tanggungjawab Menteri yang disebut 
dalam ayat (1) pasal ini.  

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Penunjukan 
kepada Menteri yang diserahi tugas urusan 
Pengairan dalam mengkordinasikan masalah 
pengembangan, pemanfaatan air dan atau 
sumber-sumber air adalah perlu dan penting 
untuk mendapatkan kesatuan tindak antara 
Menteri-menteri atau Kepala-kepala Lembaga 
yang dalam melaksanakan wewenangnya 
bersangkut paut dengan bidang pengairan.  

Pasal 6: Dalam hal terjadi atau 
diperhitungkan akan terjadi bencana yang 
mempunyai akibat kerugian harta benda 
maupun jiwa Pemerintah berwenang 
mengambil tindakan-tindakan penyelamatan 
dengan mengatur kegiatan-kegiatan 
pengamanan yang dapat menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.  

Penjelasan Pasal 6: Dalam hal terjadi atau 
dipertimbangkan akan terjadi bencana yang 
mempunyai akibat kerugian harta benda 
maupun jiwa, Pemerintah diberi wewenang 
selain menyimpang dari ketentuan Undang-
undang ini, dalam pelaksanaannya juga dapat 
mengadakan penyimpangan atas hak-hak yang 
telah ada atas air dan sumber-sumber air y 
ang dimiliki oleh fihak lain.  

Pasal 7: Pengaturan wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5 dan 6 
Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 7  Pasal 
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ini memberikan landasan kepada Pemerintah di  
dalam melaksanakan wewenangnya  dalam 
hubungannya dengan pasal 4, 5 dan 6 yang 
akandiatur di dalam Peraturan Pemerintah.  

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (1): 
menyatakan Lingkungan hidup adalah: 
“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, 
dan kesejahteraan manusia serta makhluk 
hidup lain. Ayat (2): Perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 
hukum. 

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda 
yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang 
ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia di 
sekitar kita adalah pula bagian lingkungan 
hidup kita masing-masing. Oleh karena itu 
kelakuan manusia dan dengan demikian kondisi 
sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup 
kita.8 
  
B. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Pengairan 

Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang 
Pengairan 
Moenadjat, membedakan antara hukum 

lingkungan modern yang berorientasi kepada 
lingkungan atau environmental-oriented law 
dan hukum lingkungan klasik yang berrientasi 
kepada penggunaan lingkungan atau use-
oriented law. 9  Hukum lingkungan modern, 
menetapkan ketentuan dan norma-norma guna 
mengatur tindak perbuatan manusia dengan 
tujuan untuk melindungi lingkungan dari 
kerusakan dan kemerosotan mutunya demi 
untuk menjamin kelestariannya agar dapat 
secara langsung terus-menerus digunakan oleh 
generasi sekarang maupun generasi-generasi 
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mendatang. sebaliknya hukum lingkungan 
klasik menetapkan ketentuan dan norma-
norma dengan tujuan terutama sekali untuk 
menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-
sumber daya lingkungan dengan berbagai aksi 
dan kepandaian manusia guna mencapai hasil 
semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu 
yang sesingkat-singkatnya.10 

Hukum lingkungan modern berorientasi 
kepada lingkungan, sehingga sifat dan 
wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari 
lingkungan itu sendiri dan dengan demikian 
lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan 
orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum 
lingkungan modern memiliki sifat utuh 
menyeluruh atau komprehensif integral, selalu 
berada dalam dinamika dengan sifat dan 
wataknya yang luwes, sedang sebaliknya 
hukum lingkungan klasik bersifat sektoral serta 
kaku dan sukar berubah.11   

Hukum lingkungan modern; ketentuan dan 
norma-norma guna mengatur tindak perbuatan 
manusia dengan tujuan untuk melindungi 
lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan 
mutunya demi untuk menjamin kelestariannya 
agar dapat secara langsung terus-menerus 
digunakan oleh generasi sekarang maupun 
generasi-generasi mendatang.12 

Lingkungan hidup: kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya keadaan dan makhluk 
hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan 
dan kesejahteraan manusia serta makhluk 
hidup lain.13 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 1974 tentang Pengairan, mengatur 
mengenai Pengusahaan, sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 11 ayat: 
(1) Pengusahaan air dan atau sumber-sumber 

air yang ditujukan untuk meningkatkan 
kemanfaatannya bagi kesejahteraan 
rakyat pada dasarnya dilakukan oleh 
Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.  

(2) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau 
perorangan yang melakukan pengusahaan 
air dan atau sumber-sumber air, harus 
memperoleh izin dari pemerintah, dengan 
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berpedoman kepada azas usaha bersama 
dan kekeluargaan.  

(3) Pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.  

Pasal 11: Pengusahaan air dan atau sumber-
sumber air di sini  diartikan, bahwa usaha 
peningkatan kemanfaatan air dan atau sumber-
sumber air itu ditujukan untuk mencari 
penghasilan yang langsung berupa uang oleh 
kelompok masyarakat pengusaha, baik yang 
berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun 
perorangan, dengan selalu berpedoman kepada 
azas usaha bersama dan kekeluargaan. Yang 
dimaksud dengan usaha bersama dan 
kekeluargaan adalah antara lain usaha 
mengembangkan koperasi.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 1974 tentang Pengairan, mengatur 
mengenai Eksploitasi Dan Pemeliharaan, 
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 12: Guna 
menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-
bangunan pengairan untuk menjaga tata  
pengairan dan tata air yang baik, perlu 
dilakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi dan 
pemeliharaan serta perbaikan perbaikan 
bangunan-bangunan pengairan tersebut 
dengan ketentuan :  
a. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang 

ditujukan untuk memberikan manfaat 
langsung  kepada sesuatu kelompok 
masyarakat dilakukan dengan 
mengikutsertakan masyarakat, baik yang 
berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial 
maupun perorangan, yang memperoleh 
manfaat langsung dari adanya bangunan 
tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih 
lanjut  dengan Peraturan Pemerintah.  

b. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang 
ditujukan untuk kesejahteraan dan 
keselamatan umum pada dasarnya 
dilakukan oleh Pemerintahbaik Pusat 
maupun Daerah.  
Penjelasan Pasal 12 Kegiatan-kegiatan 

eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan-
perbaikan sangat diperlukan, selain untuk 
menjaga keutuhan dari bangunan-bangunan 
pengairan itu sendiri juga menanamkan rasa 
ikut memiliki dan dengan demikian mempunyai 
rasa tanggungjawab dari sesuatu kelompok 
masyarakat, terutama yang langsung mendapat 
manfaat atas air dan atau sumber-sumber air. 

Kelompok masyarakat di sini dimaksudkan 
kelompok usaha perekonomian yang terdapat 
di dalam masyarakat, misalnya kelompok 
masyarakat tani,  kelompok masyarakat 
pengusaha, baik pengusahaan produksi agraris, 
dan bukan agraris maupun jasa.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 1974 tentang Pengairan, mengatur 
mengenai Perlindungan, sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 13 ayat: 
(1) Air, sumber-sumber air beserta bangunan-

bangunan pengairan harus dilindungi serta 
diamankan, dipertahankan dan dijaga 
kelestariannya,supaya dapat memenuhi 
fungsinya sebagai mana tersebut dalam 
Pasal 2 Undang-undang ini, dengan jalan :  
a. Melaksanakan usaha-usaha 

penyelamatan tanah dan air.  
b. Melakukan pengamanan dan 

pengendalian daya rusak air terhadap 
sumber-sumbernya dan daerah 
sekitarnya.  

c. Melakukan pencegahan terhadap 
terjadinya pengotoran air, yang dapat 
merugikan  penggunaan serta 
lingkungannya.  

d. Melakukan pengamanan dan 
perlindungan terhadap bangunan-
bangunan pengairan,  sehingga tetap 
berfungsi sebagaimana mestinya.  

(2)  Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Melakukan 
usaha-usaha penyelamatan tanah dan air 
tersebut pada huruf a dilaksanakan antara lain 
dengan melakukan pembinaan hutan lindung 
dan atau jenis tumbuh-tumbuhan lainnya, 
pengendalian erosi dan sebagainya.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 1974 tentang Pengairan, mengatur 
mengenai Pembiayaan, sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 14 ayat: 
(1) Segala pembiayaan untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan dalam rangka Tata 
Pengaturan Air dan Pembangunan 
Pengairan diatur lebih lanjut oleh 
Pemerintah.  

(2) Masyarakat yang mendapat manfaat 
langsung dari adanya bangunan-bangunan 
pengairan, baik untuk diusahakan lebih 
lanjut maupun untuk keperluan sendiri 
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dapat diikut sertakan menanggung 
pembiayaan sebagai pengganti jasa 
pengelolaan.  

(3) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau 
perorangan yang mendapat manfaat dari 
adanya bangunan-bangunan pengairan, 
baik untuk diusahakan lebih lanjut 
maupun untuk keperluan sendiri wajib ikut 
menampung pembiayaan dalam bentuk 
iuran yang diberikan kepada Pemerintah.  

(4) Pelaksanaan dari ayat (2) dan (3) pasal ini 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan  
Pemerintah.  

Penjelasan Pasal 14  ayat (2) Ketentuan ini 
terutama ditujukan kepada masyarakat 
(termasuk Badan Hukum, Badan Sosial, dan 
perorangan) yang melakukan kegiatan-kegiatan 
yang tidak bertujuan atau tidak bersifat 
mencari keuntungan. Kepada masyarakat 
tersebut yang memperoleh manfaat secara 
langsung dari adanya bangunan-bangunan 
pengairan dapat diikutsertakan dalam 
menanggung pembiayaan untuk = eksploitasi 
dan pemeliharaan sebagaimana disebut pada 
Pasal 12 huruf a Undang-undang ini, yang 
penyertaannya tidak memberatkan beban 
masyarakat. Ayat (3) Yang dimaksud dengan 
Badan Hukum, Badan Sosial dan atau 
perorangan pada ayat ini adalah pihak-pihak 
yang berusaha mencari keuntungan dari 
pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air, 
antara lain seperti usaha-usaha perkebunan, 
perindustrian, pertambangan.  

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (16) 
menyatakan: Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, menyatakan: Perusakan 
lingkungan hidup adalah tindakan orang yang 
menimbulkan perubahan langsung atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau 
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (17) 
menyatakan: Kerusakan lingkungan hidup 
adalah perubahan langsung dan/atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau 
hayati lingkungan hidup yang melampaui 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Pasal 1 angka (14) menyatakan: Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, menyatakan: Pencemaran lingkungan 
hidup adalah masuk atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga melampaui baku 
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka: 
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah 
masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 
energi, dan/atau komponen lain ke dalam 
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 
sehingga melampaui baku mutu lingkungan 
hidup yang telah ditetapkan. Angka 16. 
Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan 
orang yang menimbulkan perubahan langsung 
atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, 
dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga 
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup. Angka 17. Kerusakan lingkungan hidup 
adalah perubahan langsung dan/atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau 
hayati lingkungan hidup yang melampaui 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
Pengambilan dan pengerukan Sumber Daya 
Alam (SDA) yang tak terkendali demi mencari 
kuntungan sebanyak-banyaknya akan 
berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. 
Dampak berupa kerusakan lingkungan hidup 
tersebut menunjukkan keserakahan manusia, 
karena tidak memikirkan bahwa kerusakan 
lingkungan hidup akan berpengaruh pada daya 
dukung alam bagi kelangsungan hidup manusia 
di planet bumi yang hanya satu ini.14  

Keserakahan manusia yang berdampak pada 
kerusakan lingkungan hidup ini sangat terasa 
menjelang berakhirnya abad ke-20 lalu dan 
terus berlangsung sampai sekarang. Pada saat 
ini manusia di seluruh dunia (termasuk 
Indonesia) berteriak dan galau akan adanya 

                                                           
14

Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pemanasan Global, 
Bancana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat & 
Penanggulangannya, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. 
C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hal. 3 
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pemanasan global yang berakibat terjadinya 
perubahan iklim. Sampai kapan pemanasan 
global ini akan berlangsung ? apakah hal ini 
terus akan didiamkan terus ? padahal 
pemanasan global berdampak pada bencana 
mengerikan dan akan mengancam umat 
manusia. 15  Kualitas lingkungan hidup yang 
semakin menurun telah mengancam 
kelangsungan perikehidupan manusia dan 
makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global 
yang semakin meningkat yang mengakibatkan 
perubahan iklim dan hal ini akan memperparah 
penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu 
perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan 
konsisten oleh semua pemangku kepentingan.16 

Hubungan antara industrialisasi dan 
lingkungan serta pengurasan sumberdaya alam 
berkembang secara eksponensial dan ada 
bahaya yang nyata bahwa akan ada saat di 
mana kegiatan harus jalan terus dan akan 
membawa pada kehancuran dari kehidupan 
industri itu sendiri. Pemecahannya, apabila 
dengan terus meningkatkan pertumbuhan dan 
kemajuan teknik untuk mengatasi masalah 
tersebut, maka rasanya tidak ada masalah 
dalam amsyarakat industri, tetapi bila yang 
ditempuh adalah tanpa pertumbuhan, maka 
akan membawa masyarakat kembali ke zaman 
tradisional dengan kehidupan yang 
sederhana.17 

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
terus meningkat sejalan dengan meningkatnya 
kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya 
lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan 
hukum. Lingkungan hidup dengan sumber-
sumber dayanya adalah kekayaan bersama 
yang dapat digunakan setiap orang yang harus 
dijaga untuk kepentingan masyarakat dan 
untuk generasi mendatang. Perlindungan 
lingkungan hidup dan sumberdaya alamnya 
dengan demikian mempunyai tujuan ganda, 
yaitu melayani kepentingan masyarakat secara 
keseluruhan dan melayani kepentingan-
kepentingan individu.18 

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya 
menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip 

                                                           
15

Ibid, hal. 3-4 
16

Alvi Syahrin, Op.Cit, hal. 1. 
17

Ibid, hal. 61. 
18

Alvi Syahrin, Op.Cit, hal. 62 

ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban 
untuk mematuhi peraturan hukum di bidang 
ekonomi yang digunakan pemerintah guna 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
keadilan sosial.19 

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat 
yang lebih luas perlu ikut memikirkan dan 
menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi 
kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. 
Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan 
hidup, kelestarian hutan, kesejahteraan 
masyarakat sekitar dan seterusnya akan 
menciptakan iklim yang lebih menerima 
perusahaan itu beserta produk-produknya. 
Sebaliknya ketidakperdulian perusahaan akan 
selalu menimbulkan sikap protes, permusuhan 
dan penolakan atas kehadiran perusahaan itu 
beserta produknya, tidak hanya dari 
masyarakat setempat di sekitar perusahaan itu, 
melainkan juga sampai pada tingkat 
internasional.20 

Lingkungan hidup saat ini telah menjadi 
sebuah asset bagi suatu negara dalam 
melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu 
sangat wajar kalau pemerintah melakukan 
perlindungan terhadapnya, sebab kalau terjadi 
perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, 
maka pemerintah dapat mengambil langkah-
langkah pencegahan dan tindakan represif. Hal 
ini dapat dibuktikan dengan tersedianya 3 (tiga) 
wadah atau sarana yang dijadikan dalam 
menuntut pelanggaran terhadap lingkungan 
hidup, yaitu sarana hukum adminsitrasi, sarana 
hukum perdata, dan sarana hukum pidana. 
Ketiga sarana hukum ini memegang peranan 
sangat penting dalam penegakan hukum 
lingkungan hidup.21 

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan pengairan 
menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, 
diarahkan pada air beserta sumber-sumbernya, 
termasuk kekayaan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan 
Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat 
serbaguna dan dibutuhkan manusia sepanjang 
masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun 

                                                           
19

Ibid. hal.59 
20

Ibid, hal. 60. 
21

 Supriadi, Op.Cit. hal. 285. 
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budaya. Air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran Rakyat secara adil dan merata. 
Pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada 
kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang 
sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan 
sosial dan kemampuan untuk berdiri atas 
kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila.  

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan pengairan 
memerlukan dukungan masyarakat, mengingat 
Penggunaan sumber daya alam harus selaras, 
serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan 
hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, 
rencana, dan/atau program pembangunan 
harus dijiwai oleh kewajiban melakukan 
pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan 
tujuan pembangunan berkelanjutan, 
sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. I. Umum, angka 3. 

 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 

1.  Wewenang dan tanggung jawab 
Pemerintah dilaksanakan melalui 
pengelolaan serta pengembangan 
kemanfaatan air dan atau sumber-
sumber air dan menyusun mengesahkan, 
dan atau memberi izin berdasarkan 
perencanaan dan perencanaan teknis 
tata pengaturan air dan tata pengairan 
serta mengatur, mengesahkan dan atau 
memberi izin peruntukan, penggunaan, 
penyediaan air, dan atau sumber-sumber 
air dan mengatur, mengesahkan dan 
atau memberi izin pengusahaan air, dan 
atau sumber-sumber air, termasuk 
menentukan dan mengatur perbuatan-
perbuatan hukum dan hubungan-
hubungan  hukum antara orang dan atau 
badan hukum dalam persoalan air dan 
atau sumber-sumber air.  

2. Pengelolaan dan pemanfaatan 
pengairan, sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
didasarkan pada perencanaan dan 

perencanaan teknis, pembinaan, 
pengusahaan, eksploitasi dan 
pemeliharaan serta perlindungan dan 
pembiayaan. 

 
B. SARAN 

1.  Wewenang dan tanggung jawab 
Pemerintah dan pemerintah daerah 
dalam pengaturan dalam pengelolaan 
pengairan memerlukan dukungan dan 
kerjasama antara instansi pemerintah 
yang berhubungan dengan urusan 
sumberdaya air dan pengelolaan 
lingkungan hidup dalam upaya mengatur, 
menetapkan, dan memberi izin atas 
peruntukan, penyediaan, penggunaan, 
dan pengusahaan pengairan. 

2.  Pengelolaan dan pemanfaatan 
pengairan, sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
perlu dilaksanakan berdasarkan asas 
kelestarian, asas keseimbangan fungsi 
sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, 
asas kemanfaatan umum, asas 
keterpaduan dan keserasian, asas 
keadilan, asas kemandirian, serta asas 
transparansi dan akuntabilitas. 
Pengelolaan dan pemanfaatan pengairan 
perlu melibatkan peran masyarakat dan 
dunia usaha, baik koperasi, badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah 
maupun badan usaha swasta.  
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